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BIDANG RUKUM KEPERDATAAN 

Pembcbasan tanah untuk kepcntingan masyarakat umum b1asanya melalui 
keputusan pcngadilan dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya telah 
ada badan penaksir harga tanah yang akan dibebaskan schingga pembayaran ganh 
kerugian tcrsebut sebenarnya sudnh scbagaimana mcstinya. namun pada prakteknya 
masih adn saja yang tidak bcrkcnan dengan hal rersebut. Padnhal dnlam isi Pasal 33 
Undung-undang Dasar 1945 bahwu bumi, air dan kckayann alum lain yang 
tcrkandung dikuasai oleh ncgara dan dipcrgunakan untuk sebe�ar-bcsar kemakmuran 
rakyat. Maka pndn hakikatnyn ada Jturan yang jelas mcngcnai pcmbebasan tanah 
tersebut dikarcnakan pembebas merupakan pemerintah yang mcmiliki otorita dalam 
pembebasan tanah. 

Dalam pcnclitian ini diaJukan rumusan masalah scbagai berikut: mcngnpa 
terjadi ketidak�csuaian dalam ganu kerugian pembcbasan tanah clan bagaimana kasus 
pcmbcbasan tanah selalu mcnjadi kcndala dalam mewu1udkan fasilitas bagi 
kepentingan umum. Untuk mcmbahas pcnnasalahan tersebut rnaka dilakukon 
penelitia11 secarn kepustakaan dan pcnelitian lapangan pnda Bnda11 Pcrtanahan Kota 
;yfedan. 

Dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut: Ketidakscsuaian yang 
terjadi dalam ganti kerugian pembebasan tanah adalah pengaturan dan pelaksanaan 
pengambilan tanah rakyat untuk kepenhngan umum kurang melibatkan pemilik tanah 
(demokratis), kurang transparan, yang menyebabkan terjadinya korupsi, 
memU11culkan spekulan tanah dan menurunnya tingkat kesejahteraan pemilik tanah. 
Kasus pembebasan tanah selalu menjadi kcndala dalam mewu1udkan fasilitas bag.1 
kepentingan umum adalah dalam pengadaan lahan terutarna lcbih banyak disebabkan 
oleh keterbatasan dana pemeri.ntah kola untuk pembayaran ganti rugi. 

Akhir tulisan ini mengharapkan agar pemerintah dalam melakukan 
pembebasan tanah dapat menggunaknn cnra-cara yang sesua1 dcngan peraturan yang 
ada scrta agar elemen masyaraknt lainnya dapat berperan aktiv dalam rangka 
pembangunan negara dengan mt"Dggunakan tanah-tanah rakyat yang kelak akan 
digunakan bersama guna kepent111gnn bersama pula. 
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